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This paper aims to determine the model of development of SMEs (Small and Medium 
Enterprises) crafts embroidery by looking at triple helix factors (Government, 
Academia, Businessman) for the creation of business development on the field. This 
study was conducted at two locations: Kota Bukittinggi and Kabupaten Lima Puluh 
Kota while using 25 respondents in each study site. The method used is qualitative 
purposive sampling technique. Results of the study revealed that the three actors, 
namely business, government and academia have not been seen together. However, so 
far government looks more dominant in providing guidance to SMEs , but not 
continuously, and some private institution who are not correspondent to the needs of 
SMEs. Based on the study site, there are two government programs for SMEs here, but 
still not continuously while the role of academics has been there, but not programmed 
and still overlap with the government program. Finally, that the development models of 
this effort has not been seen in a triple helix.  
 
Keywords: SMEs, government, academia, businessman,  the triple helix 
 
1.   PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang 
 Industri kreatif saat ini mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah 
maupun dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya departemen khusus mengurus 
mengenai industri kreatif  yang dipimpin oleh seorang menteri. Keberadaan industri 
kreatif di Indonesia sebenarnya sudah lama harus dikembangkan namun selama ini tidak 
semua pihak mampu melihat secara utuh tentang industri kreatif padahal Indonesia 
mempunyai banyak potensi industri kreatif yang mampu dikembangkan. Menurut  
Rencana pengembangan industri kreatif Indonesia ada 14 sub sektor yang termasuk 
dalam pengembangan industri kreatif , yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, 
kerajinan,desain, fasyen, film(video),permainan interaktif, musik,seni pertunjukan, 
percetakan,layanan komputer, radio/televisi dan riset dan pengembanga (Pangestu, 
2008). 
 Indonesia merupakan sebuah negara yang kreatif ini terbukti dengan begitu 
banyaknya aspek-aspek yang mendukung berkembangnya industri kreatif, seperti bahan 
baku yang merupakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal 
yang jumlahnya sangat melimpah. Saat ini Indonesia tertinggal jauh dari negara 
tetangga ataupun negara di dunia dalam memprodukstifkan industri kreatif, dan jika kita 
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tidak mampu mengembangkan maka kita akan menjadi tukang di negara sendiri dan 
miskin di daerah yang justru sangat kaya dengan sumber daya alam karena hanya 
mampu menjual jasa saja (Sui Liang, 2014). Di era globalisasi dewasa ini, pencerahan 
melalui komoditas dan komodifikasi seluruh aspek kehidupan sangat perlu 
dikembangkan termasuk industri kreatif (Horkeimer and Adorno, 2002). 
 Melihat peran industri kreatif di dalam menopang perekonomian sangat jelas, di 
saat krisi global tahun 2008, Industri kreatif Indonesia mampu bertahan dan bahkan 
tidak terpengaruh dalam meningkatkan perannya.Berikut di paparkan kontribusi industri 
kreatif Indonesia. 
 
    Tabel 1.1  Kontribusi Industri Kreatif  Terhadap Perekonomian Indonesia  
 Tahun 2005 – 2009 
Indikator 2007 2008 2009 2010 
(juni 2010) 
PDB konstan (miliar) 145.795 145.239 145.537 157.488 
Kontribusi Nasional 7,43% 6,97% 7,04% 7,29% 
Nilai Ekspor (miliar) 95.209 114.925 116.651 131.251 
Kontribusi terhadap Ekspor Nasional 8,86% 7,52% 10,65% 9,25% 
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 7.375.116 7.624.643 8.207.532 8.553.365 
Kontribusi Nasional 7,38 % 7,43 % 7,83 % 7,90 % 
Sumber : Portal Indonesia Kreatif, 2011 
 
Berdasarkan informasi dari Tabel 1.1 terlihat bahwa total ekspor industri kreatif 
pada tahun 2009 tidak mengalami penurunan dari tahun 2008 seperti yang dialami oleh 
sektor Industri lainnya sebagai akibat dari krisis global. Artinya industri kreatif 
Indoensia mampu bertahan di tengah krisi global yang melanda dunia dan hal 
ini merupakan satu harapan baru bagi perekonomian Indonesia yang harus segera di 
lakukankarena industri kreatif adalah industri yang sangat layak untuk dikembangkan 
dan memiliki peluang yang besar dalam membenahi perekonomian Indonesia dalam 
jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain itu berdasarkan Tabel 1.1 juga terlihat 
penyerapan jumlah tenaga kerja yang sungguh luar biasa dan mengalami peningkatan 
dari tahun ketahun dan begitu juga dampaknya terhadap kontribusi nasional yang 
mengalami peningkatan di saat terjadinya krisis global. 
Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya industri 
kreatif yang sangat besar. Kerajinan yang merupakan salah satu sub sektor industri 
kreatif banyak terdapat di daerah ini dan khususnya kerajinan sulaman dan 
bordir.Berbicara mengenai kerajinan sulaman, Sumatera Barat mempunyai berbagai 
jenis dan bentuk yang semuanya adalah warisan yang sudah turun temurun di lakukan 
hingga saat ini.Persoalannya adalah di saat beberapa negara di belahan dunia sibuk 
mengembangkan diri dalam membenahi industri kreatifnya tetapi kita masih belum 
mampu meletakkan fondasi dan sistem yang kuat dalam melakukannya. Pemerintah 
adalah salah satu aktor yang mempunyai peran besar dalam mengembangkan kerajinan 
sulaman tetapi belum juga mampu bekerja dengan pola program yang terus menerus. 
Banyak program yang diluncurkan untuk bidang usaha ini belum tepat sasaran dan 
bahkan belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dunian usaha. Dalam rencana 
pengembangan industri kreatif Indonesia terdapat beberapa aktor penggerak dalam 
pengembangan industri kreatif dan khususnya usaha kerajinan sulaman yang ternyata 
belum juga bersinergi di dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
Triple helix adalah bersinerginya tiga aktor sebagai penggerak dalam 
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menggembangkan kerajinan sulaman.  Sebagai konsep, gagasan utama Triple Helix 
adalah sinergi kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi 
dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk 
menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan 
kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan 
regulasi kondusif (Etzkowitz&Leydesdorff, 2000).Persoalannya saat ini adalah belum 
terlihat bersinerginya ketiga aktor tersebut dalam pengembangan usaha kerajinan 
sulaman ini, baik dari pemerintah, cendekiawan dan pebisnis itu sendiri. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola pengembangan industri kreatif 
khususnya kerajinan sulaman di Sumatera Barat dengan triple helix (Kasus pada UKM 
kerajinan sulaman di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota). 
 
2.   TINJAUAN PUSTAKA 
2.1   Industri Kreatif 
Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah 
industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu 
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 
mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ekonomi Kreatif terdiri 
dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan. desain, fashion, film, musik, seni 
pertunjukkan, penerbitan, Penelitian dan Pengembangan (R&D), perangkat lunak, 
mainan dan permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video. Saat ini industri 
kreatif berjalan semakin luas dan memiliki pilar-pilar kuat di masing-masing bidang 
karena memang mengusung kreativitas pelaku bisnis tersebut. Menurut Murjana (2009) 
Ekonomi kreatif adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada 
intelektual, keahlian, talenta, dan gagasannya yang orisinal. Lebih lanjut Murjana 
menyatakan  ekonomi  kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari 
eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian dan bakat individu mejadi 
produk yang dapat dikomersilkan. Pengembangan pola pikir ekonomi kreatif dapat 
dikembangkan dari pengertian industri kreatif. 
Menurut Sui Liang ( 2014) ada dua negara yang berpengaruh signifikan dari 
sektor industri kreatif ini di dunia, yaitu negara Inggris dan negara Jepang, walaupun 
keduanya memiliki fokus industri kreatif yang sangat berbeda dalam pencapaian 
pengembangannya . Dalam perkembangannya, beberapa negara di Asia 
memformulasikan industri kreatifnya dengan mengadaptasi pola industri kreatif 
Jepangn dan berhasil menembus pasar global tetapi tidak sedikit juga yang mengadopsi 
pengembangan industri kreatif negara Inggris. Indonesia sendiri mengadopsi konsep 
ekonomi kreatif dari Inggris, sehingga perkembangannya saat ini sangat  berbeda 
dengan industri kreatif yang sudah berkembang yaitu yang menganut pandangan 
Jepang. Hal ini dapat menimbulkan  permasalahan baru, yaitu tidak semua industri 
kreatif di Indonesia dapat diwadahi dan  dikembangkan karena mengalami keterbatasan-
keterbatasan. Katerbatasan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia diantaranya, 
pendanaan, regulasi, preferensi perusahaan lokal dan agency,jalur distribusi dan sumber 
daya manusia.  
Kerajinan yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 
distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari 
desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang 
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kerajinan dari batu berharga, seratalam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, 
logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah 
liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnyahanya diproduksi dalam jumlah yang 
relatif kecil (bukan produksi massal) (Murjana, 2009). Sedangkan menurut (SIKI, 
2008), kerajinan  adalah  kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 
distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga kerja pengrajin yang berawal dari 
desain awal sampai dengan proses pengelesaian produknya, antara lain meliputi barang 
kerajinan yang terbuat dari : batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, 
bambo, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kayu, kaca, porselin, kain, 
marmer, tanah liat, dan kapur. 
 
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
 Usaha kecil menengah (UKM) saat ini mampu menempatkan diri sebagai salah 
satu prioritas utama bagi pemerintah dalam pengembangannya. Adanya upaya dari 
kebijakan pemerintah di dalam mengembangkan UKM bukan sesuatu yang baru dan 
bahkan sudah lama dicanangkan. Berbagai pihak berkontribusi di dalam memajukan 
UKM seperti upaya dari beberapa kementerian untuk bersama-sama membangun UKM, 
seperti kebijakan kementerian koperasi dan UKM yang sudah mencanangkan Gerakan 
Wirausaha Nasional (GWN) dengan meningkatkan peran UMKM (Usaha Mikro Kecil 
Menengah) tahun 2009. Demikian juga kebijakan Bank Indonesia dengan memberikan 
produk untuk UKM seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan tanpa 
agungan.Berbagai kebijakan ini dilakukan dalam upaya untuk mampu secara cepat agar 
wirausaha mampu tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya dalam bidang 
UMKM. 
Pengertian dari UMKM dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sehingga 
mampu dikelompokkan di dalam usaha mikro, usaha kecil ataupun usaha 
menengah.Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kritreria 
sebagai berikut: 
a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik 
perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak  Rp300.000.000 (tiga 
ratus juta rupiah) 
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.  
Memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. 
Memenuhi kriteria memiliki hasil kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000  (lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak  Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 
Polibisnis, Volume  6  No. 2 Oktober 2014 
 
78                                                                                                         ISSN  1858 - 3717 
 
penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000  (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 
 
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) mendefinisikan UMKM berdasarkan 
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki  jumlah tenaga 
kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan  usaha menengah merupakan usaha 
yang memiliki jumlah tenaga kerja  20 orang sampai dengan 99 orang. Pengertian lain 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 
1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan 
kegiatan/usaha yang  
mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya  Rp600.000.000 atau aset 
setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar  tanah dan bangunan yang ditempati). 
Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan 
contoh dalam  bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga,  peternak, 
nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa UKM merupakan 
sebuah usaha yang pengelompokkannya berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah 
tenaga kerja, berdasarkan omset ataupun kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha. 
 
2.3 Konsep Triple Helix 
 Konsep triple helix sudah populer dalam beberapa dekade terakhir. Ini terlihat 
dari konvergensi dan crossing-over dari tiga dunia yang dulunya sangat terpisah antara 
peneliti /akademisi, bisnis dan pemerintah. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh 
Etzkowitz melalui model Tiga Helix (CESPRI dan Etzkowitz, 1997), yang 
dikembangkan lebih lanjut oleh Leydesdorff dengan sistem teoritis yang dapat 
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Model ini mengacu pada spiral (versus tradisional linear) model inovasi yang 
menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, 
swasta dan akademik) pada tahapan yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan. 
Ketiga bidang kelembagaan yang sebelumnya dioperasikan terpisah diharapkan 
semakin bekerja sama, dengan pola spiral keterkaitan muncul pada berbagai tahap dan 
proses dalam inovasi, untuk membentuk apa yang disebut dengan Triple Helix. Model 
Triple Helix yang dihasilkan oleh konvergensi akhir dari ketiga dunia dapat diwakili 
oleh tiga faktor yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah (Rosselli, 2002). 
 Menurut (SIKI, 2008) dalam subsektor kerajinan harus mampu berperan dalam 
pengembangan UMKM dalam melibatkan ketiga aktor utama dalam mencapai 
keseimbangan yang selama ini belum terakomodir dengan baik. Pada gambar 2.1 
terlihat hubungan antara ketiga aktor dalam mengembangkan kerajinan (SIKI, 2008).
 Berdasarkan gambar 2.1 diatas terlihat bahwa di dalam studi industri kreatif 
yang diluncurkan tahun 2008 menginginkan peran dari ketiga aktor mampu membantu 
mempercepat pengembangan subsektor kerajinan. 
 
3.    METODOLOGI PENELITIAN 
3.1    Lokasi Penelitian dan Responden 
 Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Bukittinggi. 
Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan tiga pertimbangan berikut, yakni: (1) Lokasi 
tersebut merupakan pusat industry kerajinan; (2) Peningkatan industry kerajinan 
selaman ini terlihat dari jumlah tenaga kerja terdapat di daerah tersebut; dan (3) Lokasi 
tersebut  merupakan tempat objek wisata sehingga berhubungan dengan perkembangan 
usaha akerajinan ini. Responden atau industri yang akan diperimbangkan dijadikan 
sampel disini adalah industry yang mempunyai tenaga kerja minimal 10 orang, berdiri 
minimal 5 tahun terakhir dan masih terus memproduksi sampai sekarang dan 
berkembang. Berkembang disini dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan 
penjualan dan omset penjualan pertahun. 
 Jumlah sampel penelitian pada setiap lokasi penelitian adalah 25 UKM kerajinan 
sulaman. Total sampel untuk penelitian ini berjumlah 50 UKM karajinan sulaman 
dengan mempertimbangkan kriteria penelitian yang ditetapkan. 
 
3.2 Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Baik lokasi maupun responden 
penelitian akan dipilih dengan teknik purposif (purposive sampling) atau teknik 
sampling yang dipilih berdasarkan sejumlah alasan akademis (academic explanation) 
yang memadai (Moleong, 1991 dan Brannen, 1996).  
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  
Beberapa pihak terlibat dalam penelitian ini. Sejumlah pihak, industry kerajinan, 
para akademisi , pelaku usaha  dan dinas-dinas terkait  serta masyarakat sebagai 
konsumen  menjadi sasaran dalam proses pengumpulan data. Beberapa instrumen untuk 
pengumpulan data agar mampu mengungkap tujuan penelitian digunakan, diantaranya: 
A. Wawancara 
Wawancara mendalam sebagai instrumen dalam penelitian dilakukan. 
Wawancara  digunakan untuk menjawab semua variabel penelitian. Sejumlah informan 
berdasarkan acuan kualitatif (sampai data memenuhi titik jenuh) akan diwawancarai 
seperti pemilik UKM, tenaga kerja, akademisi, instansi terkait juga menjadi responden 
dalam penelitian ini. Pembuatan format daftar wawancara dilakukan dengan tiga 
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tahapan (1) variabel dipilah menjadi subvariabel; (2) subvariabel dipilah menjadi 
indikator; dan (3) setiap indikator akan memiliki sejumlah item pertanyaan tergantung 
kebutuhan untuk menjawab sejumlah variabel penelitian agar mampu menjawab tujuan 
penelitian. 
B. Kuisioner dan Observasi  
Kuesioner digunakan untuk menambah hasil wawancara yang tidak mampu 
terungkap secara terang. Instrumen kuisioner  digunakan untuk mengukur tingkatan 
industry kerajinan, melihat perkembangan usaha industri dan sejumlah informan tentang 
sosialisasi program Pemda terhadap pengembangan industry kerajinan sulaman. 
Observasi digunakan (untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan atau dassein dan 
pengamatan langsung di lapangan terhadap keadaan industry kerajinan dan 
perkembangan industry. Termasuk bagaimana memproduksi produk yang dihasilkan 
dengan mengamati peralatan pendukung lainnya. 
C. Studi dokumentasi dan FGD 
Studi dokumentasi sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan 
penelitian. Penelitian ini didukung oleh Studi dokumentasi atau memanfaatkan 
informasi,jurnal-jurnal, dokumen baik berupa kualitatif ataupun kuantitatif, buku-buku, 
dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (seperti potensi 
industry kerajinan sulaman, penanganan industry oleh pelaku usaha, dan lain-lain) juga 
akan digunakan. Pada aspek-aspek tertentu, diskusi/pembahasan terfokus untuk 
pengungkapkan berbagai hal yang terkait dengan industry kerajinan, akan dilakukan 
melalui Focussed Group Discussion (FGD). FGD akan dilakukan antara akademisi, 
pemerintah dan pebisnis. Hasil FGD ini memperkaya data yang diperoleh melalui 
teknik pengumpulan data lainnya. 
 
4.   PEMBAHASAN 
 Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi penelitian yaitu Kabupaten Lima 
Puluh Kota dan Kota Bukittinggi dengan jumlah sampel 50 UKM kerajinan sulaman 
dan bordir. Penelitian dilakukan selama satu tahun yaitu 2014, selain pemilik UKM 
penelitian ini juga sudah mewawancarai kepala dinas yang mewakili instansi terkait 
pada setiap lokasi penelitian dan juga meminta pandangan dan pendapat cendekiawan 
sebagai bagian dari aktor dalam penelitian ini. 
 
4.1. Gambaran Umum Responden 
 Penelitian ini terlebih dahulu akan menjabarkan karakteristik responden pada 
beberapa bagian yaitu berdasarkan pendidikan, umur dan jenis kelamin. 
a. Pendidikan Responden 
Responden yang dijadikan sampel adalah pemilik UKM kerajinan sulaman dan bordir 
yang berada pada dua lokasi tersebut. Pendidikan responden ternyata bervariasi, dan 
untuk itu dipaparkan mengenai pendidikan responden pada dua lokasi penelitian. Tabel 
4.1 menerangkan mengenai pendidikan responden. 
 
       Tabel 4.1 Pendidikan responden 
No Tingkatan Pendidikan Jumlah Persentase 
1 Tamatan SD 9 18% 
2 Tamatan SMP 14 28 % 
3 Tamatan SMA 24 48 % 
4 Sarjana 7 14% 
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Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa pendidikan pemilik UKM pada 
umumnya berpendidikan SMA yaitu sebanyak 48% atau sekitar 24 responden dari 50 
responden yang dijadikan sampel penelitian. Sedangkan untuk tamatan SMP sebesar 
28% dan selebihnya berpendidikan SD dan sarjana. Melihat kondisi diatas pendidikan 
yang dominan pemilik UKM ternyata SMA, ini bisa juga dipengaruhi oleh usaha 
kerajinan sulaman dan bordir ini adalah usaha turun temurun sehingga pendidikan SMA 
pun mampu menjadikan responden mengelola usaha ini. 
b. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin responden penting juga untuk diketahui dan disini  juga di paparkan 
untuk mengetahui peran wanita ataukah laki-laki yang dominan menjalankan usaha ini. 
Pada tabel 4.2 ini akan dipaparkan responden menurut jenis kelamin. 
 
        Tabel 4.2 Jenis kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Perempuan 32 64% 
2 Laki-laki 18 36% 
 
Berdasarkan jumlah responden maka untuk usaha kerajinan sulaman di daerah 
ini di dominasi oleh perempuan. Dalam penelitian ini perempuan mempunyai persentase 
64% sedangkan untuk laki-laki sebesar 36%. Ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor 
keturunan yang mau meneruskan usaha ini banyak perempuan atau memang usaha ini 
dominan diminati oleh perempuan karena keterampilan yang dominan pada usaha ini di 
punyai oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki karena pada umumnya sebagai 
anak jahit atau tenaga kerja pada umumnya adalah perempuan. 
c. Umur Responden 
Umur responden yang dijadikan sampel penelitian ini bervariasi dan dalam 
penelitian ini akan dibagi menjadi tiga kelompok besar agar mampu menjelaskan 
mengenai gambaran umur responden.Tabel  4.3 memaparkan umur responden. 
 
       Tabel 4.3 umur responden 
No Umur Jumlah Persentase 
1 < 20 tahun 8 16 % 
2 20 – 40 tahun 29 58 % 
3 > 40 tahun 13 26 % 
 
Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa umur yang dominan menggeluti 
usaha ini adalah umur 20-40 tahun yaitu sebesar 58% atau 29 orang, untuk umur diatas 
40 tahun sebesar 26% atau sekitar 13 orang dan hanya 8 orang atau 16% yang mau 
menggeluti usaha ini. Bisa saja alasan umur dibawah 20 tahun sedikit karena ada 
keinginan untuk mencoba usaha lain dibandingkan dengan menjalankan usaha kerajinan 
sulaman ini karena masih usia melakukan pendidikan. 
 
4.2.  Peran Cendekiawan, Pemerintah dan Bisnis dalam mengembangkan UKM   
        Kerajinan Sulaman di Sumatera Barat. 
Untuk mampu mengembangkan industri kreatif Indonesia maka perlu adanya 
pembangunan pada aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ini. Menurut sub sektor 
kerajinan yang terdapat dalam (SIKI, 2008) telah memaparkan peran dari masing-
masing aktor tersebut.  
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Dalam konsep triple helix agar mampu  dalam mengembangkan sektor kerajinan 
ini maka harus adanya sinergi yang kuat antara aktor ini. Didalam studi industri kreatif 
Indoesia yang sudah dicangkan oleh kementrian juga digambarkan peran dari masing-
masing aktor dan kontribusinya di dalam mengembangkan industri kreatif. Gambar 4.4 
akan memaparkan peran dari masing-masing aktor menurut (SIKI, 2008). 
 
   Tabel 4.4 Peran Triple helix dalam pengembangan industri kreatif 
NO AKTOR TUGAS/PERAN 
1 Cendekiawan - Melakukan pelatihan, desain, teknologi produksi, kewirausahaan, 
marketing, ekspor-impor 
- Menggiatkan riset dan budidaya bahan baku 
- Memberantas 3 buta: buta bahasa inggris, buta komputer dan buta 
internet 
2 Pemerintah - Menfasilitasi promosi dalam negeri dengan mall, pameran 
- Menfasilitasi promosi luar negeri 
- Melakukan revitalisasi bahan baku 
- Mengintensifkan bantuan modal usaha 
3 Bisnis - Self development: mengembangkan kapasitas usaha dengan cara 
mengikuti sosialisasi, mengikuti workshop desain, produksi, 
komersialisasi dan mekanisme pembiayaan 
- Melakukan sistem lokomotif-gerbong, dari pengusaha besar 
kepengusaha kecil 
    Sumber: SIKI, 2008 
 
4.2.1   Cendekiawan 
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka peran cendekiawan pada 
subsektor ini belum kelihatan manfaatnya oleh UKM. Tugas dan peran cendekiawan 
sebenarnya adalah melakukan pelatihan desain, teknologi produksi, kewirausahaan, 
marketing dan ekspor-import. Kanyataannya, pada umumnya peran itu dilakukan oleh 
pemerintah. Melakukan pelatihan desain misalnya, ini lebih di dominasi oleh 
pemerintah dan bahkan pemerintah disini yang mengambil peran besar dibandingkan 
dengan cendekiawa. Pemerintah bahkan selalu membuat perencanaan setiap tahun 
untuk hal ini, sedangkan akademisi belum pernah diajak untuk bersama-sama di dalam 
merencanaan tugas ini. Kegiatan ini sering tidak tepat sasaran dan bahkan cenderung 
dipaksakan karena outputnya tidak hasil namun lebih kepada pelaksanaankegiatan saja. 
 Akademisi atau cendekiawan selama ini melakukan pelatihan desain, 
memotivasi wirausaha namun belum secara terus menerus hanya sebagai bagian dari 
pekerjaan rutin. Fenomena lainnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh cendekiawan 
kadang kala tumpang tindih dengan kegiatan dan program pemerintah daerah setempat 
sehingga kadang kala UKM merasa tidak merasa bahwa kegiatan tersebut yang lebih 
utama dan bahkan ada beberapa UKM tidak mau ikut dibina karena merasa sudah 
pernah diberikan oleh pihak lainnya. 
 Peran dari bisnis disini sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam studi kreatif 
Indonesia karena semuanya selalu diukur dengan uang dan bahkan banyak UKM 
merasa bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah maupun akademisi tidak membawa 
banyak perubahan pada usahanya. Hal ini menurut penulis di sebabkan oleh belum 
adanya master plan yang jelas mengenai arah pengembangan usaha ini sehingga pelaku 
usaha tidak mampu berkomunikasi baik dengan akademisi maupun dengan pemerintah. 
Sifat UKM disini cenderung sebagai penunggu dan bahkan minim sekali mencari dan 
bahkan meminta pandangan dan pendapat baik pada pemerintah atau akademisi. 
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Keadaan ini bertolak belakang dengan apa yang penulis lihat yang terjadi pada daerah 
lain seperti hubungan cendekiawan dengan pebisnis di Kota Bogor yaitu dengan IPB 
(Institut Pertanian Bogor) yang sering jemput bola sehingga peran akademisi disini 
sangat terlihat dan bahkan dominan di dalam melakukan pembinaan pada UKM. 
 Program yang seiring dengan pemberantasan terhadap buta komputer, internet 
dan bahasa inggris seharusnya dilakukan oleh bersinerginya kademisi dn pemerintah. 
Misalnya pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana dan akademisi sebagai 
pemberi pelatihan tetapi selama ini belum pernah dilakukan, masing-masing aktor 
berjalan sendiri-sendiri sehingga tujuan dari program ini belum tercapai pelaksanaanya 
pada UKM kerajinan sulaman. Begitu juga dalam hal penyediaan bahan baku utama 
belum lagi dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh akademisi. UKM berusaha 
sendiri-sendiri mencari pasar tempat penyediaan bahan baku. Sampai saat ini program 
untuk ini belum dilakukan dan pemerintah menganggap hal ini belum prioritas saat ini 
dilakukan karena dalam penyediaan bahan baku selama ini tidak ada masalah. 
 
4.2.2   Pemerintah 
 Pemerintah jika dilihat dari perannya di dalam mengembangkan UKM ini adalah 
sebagai fasilitator mempromosikan produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri 
baik melalui pameran maupun dalam upaya bekerja sama dengan perusahaan pemasar 
produk seperti mall.Selain itu juga melakukan revitalisasi bahan baku dan berupaya 
mengintensifkan modal usaha. 
 Kenyataan pada UKM yang berada di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh 
Kota, pada umumnya berusaha sendiri untuk memasarkan produknya. Tidak semua 
UKM disentuh oleh pemerintah, bahkan lebih banyak yang berusaha sendiri dalam 
memasarkan produk dan dalam mendapatkan bahan baku. Ada beberapa UKM memang 
dilibatkan langsung oleh pemerintah di dalam melakukan pameran pada beberapa 
daerah dan bahkan sampai keluar negeri namun hasil yang di dapatkan dari kegiatan ini 
banyak yang tidak seimbang dengan pengorbanan yang sudah dilakukan kalau dihitung 
dari finansial. 
 Beberapa UKM yang sudah pernah melakukan pameran baik di daerah sendiri 
maupun ke daerah lain yang di fasilitasi oleh pemerintah pada umumnya tidak secara 
berkelanjutan mampu menerima permintaan dari luar daerah. Akibatnya hubungan 
dengan pasar luar daerah terhenti dan sulit untuk menghubungi lagi. Permasalahan yang 
sangat rumit adalah penyediaan produk yang tidak mencapai permintaan yang 
kesulitannya terjadi pada tenaga kerja yang tidak siap dengan bekerja maksimal. 
Umumnya para pekerja hanya menjadikan pekerjaan menyulam ini sebagai pekerjaan 
sambilan, alasannya adalah upah yang diterima oleh pekerja tidak mampu menghidupi 
kehidupan rumah tangga sehari-hari. Upah yang diterima kecil karena banyaknya ijon-
ijon yang menjadi fasilitator antara pekerja dengan penjual yang lebih banyak 
mendapatkan keuntungan. 
 Pebisnis disini hanya mampu menjual produk sampai pada batas dalam daerah 
sendiri sedangkan untuk pasar keluar daerah belum mampu dan butuh fasilitator. 
Pebisnis juga belum mampu mencari bapak angkat karena keterbatasan pengetahuan 
dan jangkauan yang masih dangkal. Sedangkan akademisi selama ini sudah banyak 
berusaha melakukan pemasaran produk UKM sampai keluar daerah namun 
permasalahannya adalah dilakukan tidak secara berkesibambungan dan terjadi 
ketidakpastian dari UKM dan akhirnya akan berhenti dan tidak seberapa yang masih 
mampu terus berusaha untuk melakukan kerjasama. 
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4.2.3   Bisnis 
 Pebisnis sebenarnya mampu mengembangkan kapasitas usaha dengan cara 
mengikuti sosialisasi dan workshop desain dan juga mampu memanajemi usaha dengan 
baik namun yang terjadi pada UKM adalah sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah 
tidak mampu di aplikasikan pada usaha sehingga apa yang sudah diberikan tidak 
mampu dipraktekkan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pendidikan dan pola pikir yang 
masih kaku. 
 Peran pemerintah dalam hal ini sudah banyak dilakukan dan permasalahannya 
adalah UKM atau pebisnis belum mampu untuk melakukan perubahan. UKM 
mendapatkan pelatihan workshop desain, tetapi apa yang di dapatkan tidak mampu 
ditransfer oleh pemilik UKM pada pekerjanya sehingga apa yang dilakukan oleh 
pekerja atau pengrajin tidak mengelami perubahan.Menurut wawancara dengan dinas 
terkait mengungkapkan bahwa jika ada 20 UKM yang dibina dan dalam kurun waktu 
satu tahun paling banyak yang bertahan adalah 2 sampai 3 UKM. Hal ini menjadi 
persoalan besar bagi pemerintah mengingat pentingnya pelatihan diberikan pada UKM. 
Keberatan yang di alami oleh UKM adalah susahnya untuk melakukan perobahan dari 
kebiasaan yang ada dan butuh waktu untuk dapat merobah pola pikir pengrajin. 
 Akademisi dalam hal ini masih sedikit memberikan pelatihan pada UKM, ini 
disebabkan banyak UKM kurang termotivasi diberikan pelatihan. Selain itu sebenarnya 
program seperti ini memang harus ada kerjasama antara akademisi dengan pemerintah 
namun sejauh ini belum dilakukan. Akademisi sejauh kemampuan dan keterampilan 
yang ada hanya menyetuh sebahagian kecil dari UKM yang ada untuk di berikan 
pelatihan, workshop atau pengetahuan lainnya. Jika akademisi dan pemerintah mampu 
bekerja sama dalam memberikan program-program pada UKM maka keberadaan UKM 
akan lebih cepat untuk berkembang dan mampu diberikan secara berkelanjutan dan 
UKM akan mendapatkan hasil yang maksimal. Persoalannya adalah antara aktor 
memang berjalan sendiri-sendiri di dalam memajukan UKM sehingga tujuan yang 
diinginkan sulit tercapai dalam waktu yang singkat. 
 
5.   PENUTUP 
Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya industri 
kreatif yang sangat besar. Kerajinan yang merupakan salah satu sub sektor industri 
kreatif banyak terdapat di daerah ini dan khususnya kerajinan sulaman dan 
bordir.Berbicara mengenai kerajinan sulaman, Sumatera Barat mempunyai berbagai 
jenis dan bentuk yang semuanya adalah warisan yang sudah turun temurun di lakukan 
hingga saat ini. 
Belum bersinerginya antara pemerintah, akademisi dan pebisnis menyebabkan 
lambannya UKM kerajinan sulaman ini untuk berkembang. Permasalahan yang terlihat 
adalah belum adanya upaya untuk mampu bersama-sama di dalam menjalankan 
program. Tugas dan peran dari masing-masing aktor masih rancu dan bahkan terjadi 
tumpang tindih di dalam melakukan program, sehingga menghambat dalam mencapai 
tujuan. Siapa yang akan memulai untuk dapat berupaya agar semua aktor bersinergi 
merupakan pekerjaan rumah yang masih diminta untuk dilakukan. Pertanyaannya siapa 
yang akan berinisiatif di dalam merangkul semua aktor agar dapat duduk bersama dan 
merencakan kegiatan bersama baik untuk jangka pendek, jangka panjang ataupun 
jangka menengah. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan untuk penelitian 
mendatang agar mampu dilakukan dengan penelitian kuantitatif sehingga akan  
menghasilkan kesimpulan yang kuat dari apa yang sudah dilakukan. 
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